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GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah (BAPPERIDA)

Tipe kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar adalah tipe A, hal ini terwujud dari uraian tugas dan
fungsi yang dibebankan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Beralamat

di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, email : bapperidaselayar@gmail.com dan

website : https://bapperida.kepulauanselayarkab.go.id serta dengan titik koordinat
X -6,120087 dan Y -120.466638.

Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(BAPPERIDA)

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan,
invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta
pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi di daerah yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.


mailto:bapperidaselayar@gmail.com
https://bapperida.kepulauanselayarkab.go.id/

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

(BAPPERIDA)

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan

Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

mempunyai fungsi :

a.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan
daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh
dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan
pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah

Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan Pembangunan, penelitian dan
pengembangan daerah, pengkajian penerapan invensi dan inovasi di Daerah
secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana
induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan
Pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan,
invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta
penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
di Daerah

Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan Pembangunan, penelitian
dan pengembangan Daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di
Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan
rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan Pembangunan,
penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan
inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkenlanjutan serta pelaksanaan
penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
di Daerah

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan

fungsinya.



Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah,

pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan

berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang menjadi kewenangan Daerah

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas

menyelenggarakan fungsi :

1

. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah,

pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan
berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah

. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan Pembangunan, penelitian dan

pengembangan daerah, pengkajian penerapan invensi dan inovasi di Daerah
secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana

induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah

. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan

Pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan,
invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta
penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

di Daerah

. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan Pembangunan, penelitian dan

pengembangan Daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah
secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana

induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah

. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan Pembangunan,

penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi
di Daerah secara menyeluruh dan berkenlanjutan serta pelaksanaan penyusunan

rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan

fungsinya.



Sekretariat

Sekretaris bertugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan

memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada semua unsur di lingkungan

Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas Sekretaris mempunyai fungsi :

a.
b.

C.

Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan
Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum

Pengoordinasian urusan umum dan kepegawian

d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan

fungsi

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Program
Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data
dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan
laporan kinerja.

2. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan,
akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan
dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan peraturan

perundang-undangan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan membantu

Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan

teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :



. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi

Pembangunan daerah

. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi

Pembangunan daerah

. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi di bidang

perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah

. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan, pengendalian dan

evaluasi Pembangunan daerah

. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan

evaluasi Pembangunan daerah

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membantu

Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan

teknis perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan

pembangunan manusia

. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan
manusia
. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi di bidang

pemerintahan dan pembangunan manusia

. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pemerintahan dan pembangunan

manusia

. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan

manusia

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan

fungsinya



Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan

Kewilayahan

Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan

Kewilayahan membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan

melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang perekonomian, sumber daya

alam, infrastruktur dan kewilayahan.

Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan

Kewilayahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang perekonomian, sumber daya
alam, infrastruktur dan kewilayahan

2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan bidang perekonomian,
sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan

3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi di bidang
perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan

4. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan perekonomian,
sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan bidang perekonomian,
sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan

fungsinya

Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah membantu Kepala Badan dalam
mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang riset
dan inovasi daerah.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi daerah
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi daerah

. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang riset dan inovasi daerah

3
4. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang bidang riset dan inovasi daerah
S. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang riset dan inovasi daerah

6

. Pelaksanaan administrasi di bidang riset dan inovasi daerah



7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan

fungsinya

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukankegiatan sesuai dengan

bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.

2. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

3. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentuka berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja

Jenis dan jenang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

SUMBER DAYA APARATUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Berdasarkan data kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2025, jumlah
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 31 pegawai, sedangkan untuk pegawai
Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) sebanyak 30 pegawai sehingga jumlah total
pegawai ASN dan Non ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebanyak 61 pegawai.

Jumlah dan komposisi pegawai ASN dan Non ASN pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

berdasarkan jenjang Pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1
Jumlah ASN dan Non ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

ASN Non ASN
. Persentase Persentase
Jenjang Persentase Persentase
No Jumlah terhadap Jumlah terhadap
Pendidikan terhadap terhadap
Pegawai seluruh Pegawai seluruh
ASN Non ASN
pegawai pegawai
1 S3 2 06,45 % 03,27 % - - -
2 S2 12 38,70 % 19,67 % - - -
3 S1 13 41,93 % 21,31 % 23 76,66 % 37,70 %
4 D-III - - 1 3,33 % 01,63 %
5 SMA 4 12,90 % 06,55 % 6 20 % 09,83 %
Jumlah 31 100 % 50,81 % 30 100 % 49,19 %

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari Pangkat / Golongan Ruang

dari 31 pegawai yang termasuk dalam IV sebanyak 11 pegawai (35%), golongan III

sebanyak 18 pegawai (58%) dan golongan II sebanyak 2 pegawai (6%), Dimana secara

detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2025

No Pangkat / Golongan Ruang Jumlah Persentase terhadap
Pegawai Pegawai ASN (%)

1 Golongan IV 11 35 %
Pembina Utama Muda / IV.c 1 3 %
Pembina Tk. I / IV.b - 0 %
Pembina / IV.a 10 32 %

2 Golongan III 18 58 %
Penata Tk. I / III.d 7 23 %
Penata / Ill.c 4 13 %
Penata Muda Tk. I / IIl.b 4 13 %
Penata Muda / Ill.a 3 10 %




3 Golongan II 2 6 %
Pengatur Tk. I / II.d - 0 %
Pengatur / Il.c 2 6 %
Pengatur Muda Tk. I / II.b - 0 %
Pengatur Muda / II.a - 0 %
Jumlah 31 100 %

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

Dari sisi kedudukan organisasi, dari 31 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (3%)
yang menduduki jabatan eselon II, 5 pegawai (16%) yang menduduki jabatan eselon III,
3 pegawai (10%) yang menduduki eselon IV, 11 pegawai (35%) yang termasuk dalam
kelompok jabatan fungsional tertentu serta 11 pegawai (35%) yang termasuk dalam

kelompok jabatan fungsional umum, Dimana secara detail dapat dilihat pada tabel

berikut :
Tabel 3
Jumlah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Tahun 2025
No Jabatan Jumlah Pegawai Pe;:;:‘tﬂaasie ;;;h;/(:: P

1 Eselon II 1 3 %
2 Eselon III 5 16 %
3 | Eselon IV 3 10 %
4 | Jabatan Fungsional Tertentu 11 35 %
S | Jabatan Fungsional Umum 11 35 %

Jumlah 31 100 %

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025



Peta Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Jabatan Fungsional

KEPALA BADAN

- JF Perencana Ahli Madya
- JF Analis Kebijakan Ahli Madya

SEKRETARIS BADAN

Kepala Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Umum,

Kepala Sub Bagian Keuangan
Kepegawaian & Hukum P u 8l uang

- JF Perencana Ahli Pertama -
- Penelaah Teknis Kebijakan -

- Pengolah Data dan Informasi -

Penelaah Teknis Kebijakan - Penelaah Teknis Kebijakan

Pengolah Data dan Informasi - Pengolah Data dan Informasi

Pengadministrasi Perkantoran - Pengadministrasi Perkantoran

Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan
Perekonomian, SDA, Infrastruktur
dan Kewilayahan

JF Perencana Ahli Muda

JF Perencana Ahli Pertama

JF Pranata Komputer Ahli Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan
Pengolah Data dan Informasi

Kepala Bidang Perencanaan
Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah

- JF Perencana Ahli Muda
- JF Perencana Ahli Pertama
- Penelaah Teknis Kebijakan

- JF Perencana Ahli Muda

- JF Perencana Ahli Pertama

- JF Analis Kebijakan Ahli Pertama
- Penelaah Teknis Kebijakan

- JF Analis Kebijakan Ahli Muda

- JF Analis Kebijakan Ahli Pertama
- JF Peneliti Ahli Pertama

- Penelaah Teknis Kebijakan

- Pengadministrasi Perkantoran




BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KEPALA BAPPERIDA

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

NIP. 19840104 200903 2 003

Jabatan Fungsional

Jabatan

JF Perencana Ahli Madya
SUPRIADI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19730731 199402 1 004

JF Perencana Ahli Madya
RAJAMUDDIN MARZUKI, S.T., M.Si.
NIP. 19760117 200604 1 015

SEKRETARIS
SULTANDAR ZULKARNAIN, S.E., M.A.
NIP. 19800927 200803 1 002

I

|

Kepala Sub Bagian Program
MUH. HARYRUSTAMAN, S.E.
NIP. 19810925 201001 1 014

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
NUR AMINAH, S.E., M.M.
NIP. 19740601 200903 2 001

Kepala Sub Bagian Keuangan
SALAWATI, S.E.
NIP. 19721215 201001 2 004

I

[

[

Jabatan

Jabatan

Jabatan

Penelaah Teknis Kebijakan
ALVIAN SENLY, S.E.
NIP. 19940909 201903 1 007

Penelaah Teknis Kebijakan
HENRIKA M, S.P.
NIP. 19841219 200903 2 008

Pengadministrasi Perkantoran
SUNARDI
NIP. 19720615 200701 1 054

Pengadministrasi Perkantoran
NUR SALAM
NIP. 19681217 199803 1 007

Pengadministrasi Perkantoran
ANDI MELIANA
NIP. 19730505 201407 2 002

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah

Dr.Ir. H. RISBAR N. R. G. S.Hut., M.Si.

NIP. 19831130 201001 1 024

Jabatan

JF Perencana Ahli Muda

Hj. NURWAHIDA, S.Pd.
NIP. 196803282 200604 2 014

JF Perencana Ahli Muda
NUR HIDAYAT, S.T.
NIP. 19860601 201503 1 006

JF Perencana Ahli Muda

JALIL SETIAWAN JAMAL, S.Pd., M.Si.

NIP. 19920127 201503 1 004

Penelaah Teknis Kebijakan
H. SAENUDDIN, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 19680824 199303 1 004

[

|

Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA,
Infrastruktur dan Kewilayahan
M. SYUKRI SALLATU, S.T
NIP. 19720204 200604 1 017

Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
MARZUKI ADAM, S.Kel.
NIP. 19770328 200604 1 019

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
NASRUDDIN T, S.E., M.Si.
NIP. 19740719 201101 1 002

Jabatan

Jabatan

Jabatan

JF Perencana Ahli Muda
MUHAMMAD TAUFIK, S.E.. M.M.
NIP. 19750427 201001 1 009

JF Perencana Ahli Muda
ACHMAD WAHYUDI NUR, S.E.. M.M.
NIP. 19750425 200604 1 026

JF Analis Kebijakan Ahli Muda
LISNA LIANA, S.SI., M.Ec. Dev
NIP. 19850612 201001 2 038

JF Perencana Ahli Pertama
NI'MAWATI SYARIAH, S.Pi., M.Si.
NIP. 19850707 202012 2 001

JF Perencana Ahli Muda
ASMIYANTI, S.E.

ASMIYANTL O.E.

NIP. 19750202 200903 2 001

JF Analis Kebijakan Ahli Muda
IRFAN MAULANA, S.STP
NIP. 19891017 201206 1 002

Penelaah Teknis Kebijakan
ANDI RESTU, S.T., M.Si
NIP. 19841231 200803 2 007

Penelaah Teknis Kebijakan
REZKY YULIANTY ISMAIL, S.Tr.IP.
NIP. 19990711 202108 2 001

Penelaah Teknis Kebijakan
ADIWIJAYA, S.T.
NIP. 19800312 201503 1 002

Penelaah Teknis Kebijakan
MUH. HAMRIN NUR WAHYU, S.Tr.IP.
NIP. 20010222 202308 1 001

Pengadministrasi Perkantoran
SUMARDI
NIP. 19710714 200701 1 032




